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Belanja Daerah (APBD) yang disusun oleh pemerintah daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD). APBD ini merupakan gambaran kemampuan keuangan suatu daerah dan
hasil pelaksanaannya menjadi ukuran pencapaian kinerja pemerintahan daerah. Untuk mencapai
kinerja yang berhasil maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip good governance.
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PENGANTAR EDITOR

Bismillahir Rahmanir Rahim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, sebuah buku yang berjudul Implementasi
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: Tata Kelola Menuju
Pemerintahan yang Baik telah selesai disusun. Sebuah hasil karya
yang luar biasa ini tidak lain atas izin Allah Swt. Olehnya itu,
marilah kita senantiasa memuji kebesaran-Nya dan tidak henti-
hentinya selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Adapun
buku ini di tulis oleh para akademisi dan praktisi yang ahli di
bidangnya.

Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan yang
diberikan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola
sendiri sumber daya yang dimilikinya untuk kepentingan
masyarakat. Olehnya itu, pemerintah daerah harus secara optimal
memberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam upaya
mencapainya maka faktor keuangan menjadi penentu keberhasilan
dalam pelaksanaannya.

Suatu pengelolaan keuangan daerah dinyatakan dalam
bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
disusun oleh pemerintah daerah atas persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ini merupakan
gambaran kemampuan keuangan suatu daerah dan hasil
pelaksanaannya menjadi ukuran pencapaian kinerja pemerintahan
daerah. Untuk mencapai kinerja yang berhasil maka diperlukan
penerapan prinsip-prinsip good governance.

Buku ini hadir sebagai pelengkap bahan referensi bagi
mahasiswa, dosen maupun praktisi di bidang pemerintahan
daerah. Buku ini dimulai dengan membahas tata kelola
pemerintahan, kemudian tentang kerangka pengelolaan keuangan
daerah serta manajemen keuangan daerah. Selanjutnya diuraikan
bagaimana penganggaran daerah, dimulai dari reformasi
penganggaran daerah, perencanaan daerah dan anggaran kinerja,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan
pendapatan dan belanja daerah, penerimaan dan pengeluaran
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pembiayaan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan
daerah serta tata cara evaluasi kinerja keuangan daerah.
Menariknya, tiga bab terakhir membahas problematika
pengelolaan keuangan daerah, audit investigatif pengelolaan
keuangan daerah, dan kualitas informasi laporan keuangan
pemerintahan daerah.

Segala upaya telah dilakukan agar isi naskah dalam buku ini
dapat tersaji dengan lengkap. Namun, kesempurnaan tetap
menjadi milik Allah Swt. Demi memberikan penyajian yang
lengkap serta memadai dalam isi buku ini, tentunya diperlukan
saran dan kritik dari para pembaca. Semoga di kemudian hari
buku ini dapat tersaji dengan lebih sempurna.

Akhir kata, kami memberikan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada tim penulis atas tersusunnya buku ini dan tetap
produktif dalam menulis. Ucapan terima kasih kami sampaikan
terkhusus kepada Penerbit Eureka Media Aksara yang telah
memfasilitasi terbitnya book chapter ini. Semoga segala aktivitas
kita di ridai Allah Swt. Aamiin.

Selamat membaca ...!!!

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Bone, 27 Februari 2022

Editor,

Suwandi
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BAB
TATA KELOLA
PEMERINTAHAN

Meme Rukmini, S.E., M.Ak.
Universitas Kediri

A. Pendahuluan

Globalisasi yang menyentuh berbagai bidang kehidupan
diseluruh wilayah pemerintahan negara menurut reformasi
sistem  perekonomian dan = pemerintahan, termasuk
birokrasinya, sehingga memungkinkan interaksi perekonomian
antardaerah dan antar bangsa berlangsung lebih efisien. Kunci
keberhasilan pembangunan perekonomian adalah daya saing,
dan kunci dari daya saing adalah efisiensi proses pelayanan,
serta mutu ketepatan dan kepastian kebijakan publik. Kunci
keberhasilan pembangunan perekonomian adalah daya saing
dan kunci dari daya saing adalah efisiensi proses pelayanan,
mutu, dan kepastian kebijakan publik.

Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, salah satu
prasyarat yang perlu dikembangkan adalah komitmen yang
tinggi untuk menerapkan nilai luhur dan prinsip tata kelola
(good governance) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan
negara sesuai yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

B. Konsep Tata Kelola Pemerintahan
United Nations Development Program (UNDP) dalam
dokumen kebijakannya yang berjudul “Governance for
Sustainable Human  Development” (1977), mendefinisikan
kepemerintahan (governance) yakni, “governance is the exercise
ofeconomic, political, and administrative authority to a country’s



manusia. Sementara di dalam prinsip mekanisme formal
meliputi partisipasi, keadilan, persamaan hak, transparansi,
supremasi hukum dan akuntabilitas.

F. Referensi

Armereo, C. (2021). Analisis Good Corporate Governance pada
Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Palembang. EKOMBIS REVIEW: Jurnal
Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 9(2), 241-254.

Dwipayana, A. (2003). Membangun Good Governance di Desa.
Yogyakarta: IRE Press.

Hsiang, W., Lee, W. E., Cheng, M. H., Yen, S. M,, Chao, C. K, &
Wang, H. P. (2012). Typical and Atypical Clinical

Presentation of Uterine Myomas. Journal of the Chinese
Medical Association, 75(1), 487-493.

Izzah, 1. (2018). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk
Masyarakat Madani. PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan, 5(1),
50-68.

Yulfitri, A., & Achmad, Y. F. (2020). Analisis Aktivitas Data
Governance Pranata Komputer Berdasarkan DAMA-
DMBOK 2. JRSI (Jurnal Rekayasa Sistem dan Industri), 7(1), 50-
56.
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KERANGKA
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Cicilia Ayu Wulandari Nuwa, S.M., M.M.
Universitas Nusa Nipa Indonesia

Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan di daerah tidak terlepas dari
aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan
manajemen yang baik. Di era reformasi, pengelolaan keuangan
daerah telah mengalami berbagai perubahan regulasi
berkelanjutan dari waktu ke waktu. Perubahan ini merupakan
rangkaian bagaimana suatu pemerintah daerah dapat
menciptakan good governance dan clean government dengan
melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam
(Undang-Undang No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan
Daerah merupakan suatu dinamika dalam perkembangan
pemerintah daerah dalam rangka menjawab permasalahan
yang terjadi di daerah.

Perubahan kebijakan pemerintah daerah yang diatur
dalam (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014) telah memberikan
dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang
undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah
termasuk pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Secara lebih rinci penyempurnaan pengelolaan keuangan
daerah diatur dalam (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun
2019). Penyempurnaan peraturan perundang-undangan ini
dilakukan untuk menjaga tiga pilar tata pengelolaan keuangan
daerah yang baik vyaitu transparansi, akuntabilitas dan
partisipatif.



Ngakil, I, & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo.
Journal of Economic, Management, Accounting and Technology,
3(2), 92-107.

Nurhadiansyah, N., & Nelson, N. (2019). Kinerja Pembantu
Bendahara Pengeluaran dalam Proses Penatausahaan
Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. Jurnal Sosial dan
Humanis Sains (JSHS), 4(2), 126-133.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Siswanto, B. (2021). Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

Tandayu, V. O., & Kalalo, M. Y. (2019). Analisis Penerapan Sistem
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Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 fentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
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MANAJEMEN
KEUANGAN DAERAH

Nanang Qosim, S.E., M.M.
Universitas Alkhairaat

Pendahuluan

Manajemen keuangan daerah merupakan bagian dari
manajemen  pemerintahan daerah selain  manajemen
kepegawaian dan manajemen teknis dari tiap-tiap instansi yang
berhubungan dengan pelayanan publik, atau kita sebut dengan
manajemen pelayanan publik dan manajemen administrasi
pembangunan daerah. Manajemen pelayanan publik yang
dimaksud adalah pencerminan pemberian kewenangan wajib
atas otonomi daerah dari pemerintah pusat yang terdiri dari
pemerintahan umum, pertanian, perikanan dan kelautan,
pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan,
perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman
modal, ketenagakerjaan; kesehatan, pendidikan dan
kebudayaan, sosial, penataruangan; pemukiman, pekerjaan
umum, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan,
olahraga, kepariwisataan, dan pertanahan. Hal ini, biasanya
tercermin dengan adanya dinas-dinas daerah dan struktur
organisasi pemerintahan daerah yang berkaitan dengan luas
dan ruang lingkup tugas tersebut.

Definisi dan Konsep Manajemen Keuangan Daerah
Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan
kewajiban  daerah  dalam rangka  penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang (Defitri,
2018), termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang



lemahnya pengelolaan sumber daya seperti ini dimungkinkan
disebabkan karena buruknya peran manajerial.

Selain peran manajerial yang dapat mempengaruhi
secara signifikan kinerja pemerintah, yang perlu diperhatikan
adalah partisipasi dalam anggaran serta kejelasan sasaran
anggaran yang bisa meningkatkan kinerja pemerintah.

F. Referensi

Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Benefita, 3(1),
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BAB
REFORMASI

PENGANGGARAN
DAERAH

Sri Suhartanta, S.I.P., M.Si.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Gunungkidul

A. Pendahuluan

Sebagai salah satu negara yang menjadi menjadi inisiator
open government partnership, reformasi penganggaran di
Indonesia merupakan agenda utama yang perlu didorong
bersama untuk meningkatkan derajat transparansi, partisipasi,
dan akuntabilitas penganggaran di Indonesia (Forum Indonesia
untuk Transparasi Anggaran, 2012). Pada saat ini kita
memasuki era baru pengelolaan keuangan daerah melalui
kebijakan publik (public policy) keuangan daerah, sejak
diundangkannya (Undang-Undang Republik Indonesia No. 1
Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah. Meskipun terbit belakangan,
sebelumnya telah terbit (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun
2019) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan (Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
2020) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan
mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan,  pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan (Latif, et al., 2019).

Pada sisi lain, penganggaran daerah mengalami
tantangan perkembangan ekonomi makro daerah sebagai salah
satu indikator peningkatan kinerja pemerintah daerah di
tengah kondisi pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19)
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BAB
PERENCANAAN DAERAH

DAN ANGGARAN
KINERJA

Dr. Abdurohim, S.E.,, M.M.
Universitas Jendral Ahmad Yani
Cimahi-Bandung, Jawa Barat

A. Pendahuluan

Perencanaan pembangunan daerah harus mengacu dari
perencanaan pembangunan nasional. Hal ini mengingat
pembangunan yang dilakukan di daerah merupakan bagian
dari pembangunan nasional yang perencanannya diatur
melalui regulasi oleh pemerintah pusat, dengn demikian ada
kesinambungan antara kebijakan pembangunan pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah. Perencanaan dan
penganggaran yang baik berpengaruh terhadap capaian hasil
yang optimal bagi satuan perangkat pemerintah daerah
(Ariesmawati, 2020).

Perancanaan dan penganggaran keuangan daerah
merupakan cerminan dari pengelolaan antara pendapatan dan
pembelajaan secara efektif dan efisien yang dilakukan oleh
pemerintah daerah, semakin pengelolaan keuangan daerah
dengan pembelajaannya seimbang maka dapat dikatakan
bahwa pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan
didasarkan pada kebutuhan masyarkat. Keseimbangan
penerimaa dan belanja pada anggaran pendapatan belanja
daerah berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah serta
mencerminkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
(Abdullah & Muthia, 2017).

Banyak kepala daerah yang berambisi untuk melakukan
pembangunan secara masif, namun tidak diimbangi dengan
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BAB

ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR.
Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang

A. Pendahuluan

APBD  (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)
merupakan hal yang penting pada suatu daerah kerena APBD
merupakan rancangan dasar untuk menunjang pelayanan
public pada suatu daerah. Pemerintah eksekutif daerah
diharuskan membuat rancangan APBD yang merupakan
kewenangan pada tiap daerah, namun rancangan daerah baru
dapat digunakan setelah disahkan oleh rapat legislatif tingkat
daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi. sesuai dengan
yang tertuang pada peraturan pemerintah ,bahwa daerah wajib
memiliki system keuangan yang berarti hak dan kewajiban di
suatu daerah untuk penyelenggaraan pemerintah di tingkat
daerah yang berhubungan dengan nilai keuangan dimana yang
termasuk kedalamnya diantaranya kekaayaan pada suatu
daerah memiliki hubungan hak dan kewajiban daerah yang
bersangkutan.

APBD sangat berdampak besar terhadap pemerintah
daerah, karena dari APBD inilah pemerintah daerah dapat
melaksanakan program program kerja daerah yang telah
dibuat. APBD berfungsi untuk memaksimalkan potensi yang
ada pada suatu daerah baik dari segi SDM dan SDA.
Pemerintah daerah diberikan keleluasaan oleh pemerintah
pusat dalam menyelenggarakan kegiatan untuk membangun
daerah dari dana yang telah di sahkan oleh lembaga legislatif
daerah. APBD memiliki beberapa fungsi utama diantaranya
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lebih baik kedepannya. Karena akan meningkatkan ke sector
lain seperti sector perdagangan kerjasama dalam bidan tata
usahadll. Peran dalam perdagangan internasional sangat
penting pemerintah daerah akan bisa menentukan suatu
kebijakan pengaturan tarif ekspor maupun impor untuk
melindungi produsen dan konsumen dalam negeri serta
menjadi pengaman neraca perdagangan internasional dan
meningkatka visa Negara yang akan berdampak pada
pertumbuhan ekonomi nasional (Kemendikbud, 2020).

Pemerintah daerah juga dapat membantu pemerataan
pendapatan di tiap daerah agar tidak terjadi kesenjangan dan
konflik antar daerah. Peran yang sangat penting juga adalah
pemerintah dapat menggunakan APBD dalam politik fiscal
guna mencapai ekonomi yang lebih stabil dan pemerataan yang
lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran
atau biasa disebut kebijakan fiscal yang nanti akan berdampak
pula terhadap pemerataan tingkat nasional dan meningkatkan
nilai mata uang negara yang pada akhirnya semua elemen
merasakan dampak yang baik dari hal tersebut.

F. Referensi

Amin, F. (2019a). Penganggaran Pemerintah Daerah. Malang: UB
Press.

Amin, F. (2019b). Penganggaran Pemerintah Daerah Dalam Persfektif
Teoritis. Malang: UB Press.

Amin, F., & Domai. (2019). Penganggaran Pemerintah Daerah.
Malang: UB Press.

Kemendikbud. (2020). Peran APBD Dalam Pertumbuhan Ekonomi.
1-3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rahman, S. (2016). Struktur, Penyusunan, dan Penetapan APBD. 1,
1-15.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah.

70



BAB
PELAKSANAAN

PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Dr. M. Zahari MS, S.E., M.Si.
Universitas Batanghari, Jambi

A. Pendahuluan

Permasalahan keuangan daerah merupakan unsur pokok
untuk dapat melaksanaan otonomi daerah, dengan tidak
mengenyampingkan bahwa beberapa variabel lainnya ikut
berpengaruh  terhadap pengelolaan keuangan daerah,
umpamanya variabel manajemen organisasi, SDM, dan sarana
maupun prasarana, serta variabel pendukung lainnya.
Pemberian otonomi secara luas kepada daerah dimaksudkan
agar dapat memperlancar pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat atau peran aktif masyarakat sehingga dapat
diwujudkan kesejahteraan masyarakat (Zahari, Tan, Haryadi, &
Syaparuddin, 2018). Dalam hal itu, dengan adanya otonomi
luas ini, diharapkan daerah memiliki kemampuan menghadapi
daya saing yang memegang teguh prinsip demokrasi,
beradilan, pemerataan, kearifan lokal, potensi yang dimiliki
serta keberagaman daerah. Guna peningkatan efisiensi dan
efektivitas dalam pelaksanaan otonomi daerah sehingga
penyelenggaraannya dititik beratkan pada kabupaten/kota,
kondisi ini dikarenakan kabupaten/kota bersentuhan langsung
terhadap masyarakat.

Keberhasilan ~ suatu  daerah  dalam  menjalan
pemerintahan daerah tidak bisa dipisahkan dari pada
kemampuannya untuk mengelola sumber-sumber pendapatan
yang dipunyai daerah guna menghindari ketergantungan dari
bantuan dana pemerintah pusat (APBN). Kemampuan
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guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah
daerah.

10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk
menyediakan informasi anggaran yang akurat dan
pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap
penyebar luasan informasi sehingga memudahkan
pelaporan dan pengendalian, serta mempermudahkan
mendapatkan informasi.
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BAB PELAKSANAAN
PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN
PEMBIAYAAN DAERAH

Drs. Aprih Santoso, M.M.
Universitas Semarang (USM)

A. Pendahuluan

Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk
meningkatkan  pelayanan  publik dan  memajukan
perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi
utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,
yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat.

2. Menciptaka nefisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber
daya daerah.

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Keuangan daerah perlu diselenggarakan secara
profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka
mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good
governance). Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat
peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
azas keadilan, kepatutan, serta bermanfaat untuk masyarakat.

Pemerintahan daerah mempunyai tujuan untuk
meningkatkan: kesejahteraan masyarakatnya, daya saingnya
dan pelayanan umum. Sumber penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah dapat berasal dari anggaran pendapatan
dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja
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PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN
KEUANGAN DAERAH

Dr. H. Rukun Santoso, S.E., M.M., M.Si.
Program Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta

A. Pendahuluan

Bergulirnya (Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000)
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah, telah menjadi dasar bagi pemerintah daerah di dalam
penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan
daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk
memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki daerah untuk
kepentingan masyarakat luas (Djadjuli, 2018; Fauzi, 2019;
Sudrajat, 2021). Namun yang pasti, tidak menggunakannya
sesuai kemauannya tanpa adanya tujuan dan sasaran yang jelas
dan pasti. Kewenangan pemerintah daerah termasuk di
dalamnya kewenangan keuangan (Yulianto & Anzward, 2019),
sudah tentu berkewajiban untuk mengelolanya dengan baik
dan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan
secara akuntabel dan transparan.

Setiap akhir tahun anggaran ataupun akhir masa jabatan
suatu pemerintahan kepala daerah, sudah menjadi kewajiban
untuk menyampaikan laporan pencapaian kinerjanya selama
suatu periode tertentu kepada publik (stakeholders; masyarakat)
melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Laporan
tersebut berisi tentang keberhasilan atau kegagalan dalam
mengelola sumber daya daerah (Fitriasuri, 2021; Zainab, 2020).
Lebih  lanjut, hal  demikian  merupakan  bentuk
pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan
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TATA CARA
EVALUASI KINERJA
KEUANGAN DAERAH

Dr. St. Salmah Sharon, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA.
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi-LPI Makassar

A. Pendahuluan

Evaluasi kinerja keuangan pemerintahan daerah menjadi
salah satu rujukan untuk melihat keberhasilan suatu daerah.
Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk menentukan capaian
kinerja keuangan daerah serta untuk mengetahui efektivitas
pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan
(planning), penganggaran (budgeting), pelaksanaan
(implementation), penatausahaan (administration), pelaporan
(reporting) dan pertanggungjawaban (accountability). Tujuan
evaluasi kinerja keuangan daerah adalah untuk mengtahui
tingkat akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Untuk bisa melakukan evaluasi kinerja dengan baik, para
stakeholders atau para pengguna laporan keuangan daerah
harus mengetahui tata cara evaluasi kinerja keuangan daerah.

B. Definisi dan Konsep Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan No.
214/PMK.02/2017), evaluasi kinerja keuangan daerah adalah
proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis
atas kinerja keuangan tahun anggaran berjalan dan tahun
anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam
rangka peningkatan kinerja keuangan daerah. Sementara itu,
kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran hasil dari
kegiatan program yang akan atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan
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BAB
PROBLEMATIKA
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Elisabet Luju, S.H., M.M.
Universitas Nusa Nipa Maumere

A. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah
daerah meliputi pengelolaan terhadap pendapatan, belanja dan
asset daerah. keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan
yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut, dalam kaitannya dengan baik atau
buruknya keuangan daerah pada dasarnya tergantung pada
pengelolaannya. Menurut (Halim, 2016) bahwa pengelolaan
keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang
meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

Menteri keuangan pada Workshop Nasional Legislatif
Partai Golkar 2017 yang bertema “Pengelolaan Keuangan
Daerah yang Transparan, Bebas Korupsi dan Pro Rakyat” di
Merlynn Park Hotel Jakarta, mengatakan bahwa tantangan
pertama adalah keterlambatan penetapan APBD di mana
seharusnya berbarengan dengan siklus Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN). Tantangan dalam pengelolaan
keuangan daerah yaitu masih terdapat daerah-daerah yang
sangat terlambat dalam penetapannya. yang kedua adalah
mayoritas APBD dibelanjakan untuk gaji pegawai. Selain itu,
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dalam menanamkan modalnya pada sektor-sektor yang sesuai
dengan program yang dituangkan dalam APBD.

Bertolak dari keseluruhan kajian di atas dipahami bahwa
pengelolaan keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan
yang dapat dijadikan milik daerah, dalam penyelenggaraan
pengelolaan keuangan daerah banyak problem yang dihadapi
diantaranya adalah keterlambatan penetapan APBD oleh
pemerintah daerah, lemahnya sumber daya manusia,
kurangnya partisipasi dari masyarakat, upaya yang perlu
dilakukan untuk mengatasi problem pengelolaan keuangan
daerah yaitu dengan memperbaiki proses perencanaan
anggaran sampai penetapan anggaran dan juga memperbaiki
sumber daya manusia, yang ada di instansi sehingga proses
perencanaan pengelolaan APBD tepat waktu dan tidak
tumpang tindih.
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BAB
AUDIT INVESTIGASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Devy Sofyanty, S.Psi., M.M.
Universitas Bina Sarana Informatika

A. Pendahuluan

Era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah yang
lebih luas mengakibatkan semakin kuatnya tuntutan
masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik,
menuju terwujudnya good governance. Konsekuensi logis dari
hal tersebut pemerintah diharuskan untuk menyediakan semua
informasi keuangan secara jujur dan terbuka kepada publik.
Akuntabilitas dan  transparansi  dimaksudkan untuk
memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang
dilakukan oleh aparatur pemerintah berjalan dengan baik, hal
tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi
sektor publik meningkatkan kredibilitas, kualitas,
profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan
aktivitas pengelolaan keuangan negara.

Ironisnya fenomena yang terjadidi masyarakat justru
berbanding terbalik sebagaimana yang diamanatkan oleh
undang-undang. Korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah,
adanya kebocoran anggaran, mark up anggaran atau penyalah
gunaan alokasi anggaran yang justru digunakan untuk
kepentingan pribadi atau politik. Hal ini mengindikasikan
bahwa pengawasan fungsional belum efektif padahal
akuntabilitas keuangan yang berkualitas perlu didukung
dengan unsur pengawasan, untuk itu diperlukan audit
investigasi. Audit investigatif adalah suatu bentuk audit atau
pemeriksaan untuk mengungkapkan fakta tentang indikasi
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pengalaman auditor sebagai seorang profesional di bidang anti
Sfraud.

Audit investigatif dilakukan sebagai tindakan represif
untuk menangani fraud yang terjadi. Strategi represif harus
dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan
sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada
pihak-pihak yang terlibat dalam praktik fraud. Dengan
demikian, proses penanganan fraud sejak dari tahap
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan
peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala
aspeknya sehingga proses penanganan tersebut dapat
dilakukan secara cepat dan tepat (Tuanakotta, 2012).

Bagi instansi pemerintah daerah, audit investigasi
memberikan  informasi  pembuktian = dugaan adanya
penyimpangan adanya unsur tindak pidana pencucian uang
atau korupsi. Hal ini akan memberikan kontribusi bagi mutu
akuntabilitas instansi pemerintah khususnya yang berkaitan
dengan upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari korupsi. Dengan melakukan audit
investigasi, adanya indikasi ketidak beresan dan wunsur
perbuatan melanggar/melawan hukum akan terungkap.
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Magdalena Silawati Samosir, S.E., M.Si.
Universitas Nusa Nipa Indonesia

A. Pendahuluan

Laporan keuangan yang berkualitas merupakan laporan
yang dapat menyajikan informasi yang benar, jujur, relevan,
andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Laporan
keuangan yang berkualitas penting karena akan dipakai
sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Halim, 2016).
Selain itu, informasi laporan keuangan yang berkualitas akan
mengikis kekurang percayaan masyarakat terhadap pemda
dengan adanya berbagai skandal keuangan.

Informasi laporan keuangan yang tidak berkualitas
(buruk) memberikan peluang bagi adanya penyimpangan dan
kekeliruan di bidang keuangan. Hal tersebut akan
menimbulkan kecurangan, korupsi, kolusi yang bisa
menimbulkan tuntutan hukum. Jika berlangsung terus menerus
tentu saja rakyat akan menanggung akibatnya, biaya transaksi
yang tinggi dan pelayanan kepada publik yang buruk.
Selanjutnya, berakibat pada terjadinya krisis kepercayaan baik
masyarakat, kreditur, dan investor internasional akan ragu
menempatkan dananya di Indonesia, kecuali dengan beban
(cost of money) yang tinggi. Dengan demikian, diharapkan
pemerintah daerah memperhatikan dan meningkatkan kualitas
dari informasi laporan keuangan. Namun kenyataannya,
fenomena yang terjadi tidak sesuai dengan harapan tersebut.
Hal ini berarti berbeda antara fenomena lapangan (kenyataan)
dengan teori (harapan).
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